
 

BUPATI MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 24 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 

KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG 
TAHUN ANGGARAN 2020 

 

BUPATI MAGELANG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara 
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana 
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap 
Kelurahan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang 
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 46); 

SALINAN 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 
Nomor 42); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI 
UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP 
KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 

2020. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

 Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Magelang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. 

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat 

Kecamatan. 

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa 
atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  yang  selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

10. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang 
selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah 

dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 
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11. Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD 

yang selanjutnya disingkat RKA/DPPA-SKPD adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran atau perubahan anggaran yang berisi program, kegiatan, 

dan anggaran SKPD. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pada Perubahan APBD oleh 
pengguna anggaran. 

14. Pemberdayaan Masyarakat adalah keseluruhan proses pembangunan dimana 
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk 
memperbaiki situasi dan kondisi dirinya. 

15. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh 
Perangkat Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima 
hasil pekerjaan 

16. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang 

selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah 
dukungan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 
 

BAB II 

JUMLAH DAU TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  

 

Pasal 2 
 

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebesar Rp1.830.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta 
rupiah). 

 
BAB III 

MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN  

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 
 

Pasal 3 

 
Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh 

Kelurahan secara merata. 
 

BAB IV 

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN 
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  

 

Pasal 4 
 

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB V 

PENGANGGARAN  
 

Pasal 5 
 

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada Subunit 

Kelurahan. 

(2) Mekanisme penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai 

kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VI 

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
 

Pasal 6 
 

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan, Lurah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. 

(2) Tugas dan tanggung jawab Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 7 

 
(1) Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan 

Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 8 

 
(1) Lurah wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan yang bersumber dari DAU 

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Bupati. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat: 
a. minggu kedua bulan Juli untuk laporan semester I tahun berjalan; dan 

b. minggu kedua bulan Januari untuk semester II tahun sebelumnya. 

(3) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

yang mengatur tentang DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.  
 

BAB VII 
PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN  

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

 
Pasal 9 

 

(1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan 
Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali 

pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang 

keluarannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan 

yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan 
 



- 5 - 

 

b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang 

keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai 
kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai 

dengan prioritas. 

(2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 10 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

 
 
Ditetapkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 11 Juni 2020   
      

BUPATI MAGELANG, 
 

ttd 

 
ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 11 Juni 2020     
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 

 
ADI WARYANTO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 26 

 

  Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

 
SARIFUDIN, S.H. 

Pembina  
NIP. 196702121993121001 
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LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 24 TAHUN 2020 
TENTANG  
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM 

TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN 
DI KABUPATEN MAGELANG 

TAHUN ANGGARAN 2020  
 

RINCIAN BESARAN DAU TAMBAHAN  

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN  
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 

NO. KELURAHAN KECAMATAN 
BESARAN DAU 
TAMBAHAN (RP) 

1 2 3 4 

1 MUNTILAN MUNTILAN 366.000.000 

2 SAWITAN MUNGKID 366.000.000 

3 MENDUT MUNGKID 366.000.000 

4 SUMBERREJO MERTOYUDAN 366.000.000 

5 SECANG SECANG 366.000.000 

JUMLAH TOTAL 1.830.000.000 

  

 
BUPATI MAGELANG, 

 

ttd 
 

ZAENAL ARIFIN 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
SARIFUDIN, S.H. 

Pembina 

NIP. 196702121993121001 
 


